enteri Pendidik-

an dan Kebuda-

yaan Moham-
mad Nuh menegaskan
bahwa pemerintah akan
menempatkan profesi gu-
rut layaknya dokter atau
apoteker. Seorang sarjana
pendidikan tidak otomatis
menjadi guru profesional.

Untuk menjadi guru profesio-
nal, lulusan fukultas keguruan
dengan gelar sarjana pendidikan
(8Pd) tetap wajib mengikuti
pendidikan profesi miru. Demi-
kian  pernyvataan Mendikbud
yang dirilis situs Kementerian
Pendidikan dan  Kebudayaan
(11/2/2014),

Mendikbud menyamakan pro-
fesi guru dengan dokter dan apo-
teker, Sarjana kedokteran (SKed)
untuk menjadi dokter harus me-
nempuh pendidikan profesi. Be-
gitu pula dengan sarjana farmasi,
tak otomatis jadi apoteker. De-
ngan analogi tersebut, di kesem-
patan yang lain Mendikbud me-
nyatakan guru akan diberi gelar
formal "gr” (gurw), similar de-
ngan “dy” atau “apt”. Cara pan-

ang demikian amat problematik
dan cenderung misleading.

Sertifikasi guru

Pada masa lalu goru diidentik-
kan dengan "pahlawan tanpa tan-
da jasa”, juga disimbolisasi se-
bagai "Oemar Bakri” seperti da-
lam satir Twan Fals. Dalam ima-
Jjinasi itu, gury adalah sosok aske-
tis: sederhana. tolus mengabdi,
dan pantang berbicara apalagi
menuntit feedback finansial atas
pengabdiannya itu.

Dalam situasi demikian, gu-
ru—juga pendidikan—dibiarkan
"seadanya”. Tugas pokok guru
direduksi menjadi subject matter
delivery, agen pelaksana kuriku-
lum formal. Dalam pemerintah-
an Soeharto, gury dikooptasi se-
demikian rupa melalui Persabuan
Guru Republik Indonesia sehing-
ga sepenuhnya menjadi birokrat
penopang Orde Baru, Guru tak

Politik Profesi Guru

lagi jadi ujung tombak pemba-
ngunan bangsa, tetapi alat kekua-
saan rezim. Mereka “diang-
kat-angkat” secara sosial melalui
lagi-lagu, himne, dan seremoni
peringatan Hari Gury, tetapi ke-
sejahtersan  mereka dibiarkan
berada di bawah standar juga
kompetensinva.

Sang "Oemar Bakri” pantang
mempersoalkan gaji. Perekrutan
guru pun penuh kronisme, nepo-
tisme, dan janh dari prinsip meri-
tokrasi dan profesionalisme. Di
sisi lain anggaran Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan le-
bih banyak digunakan untuk pat-
gulipat proyek: pengadsan bu-
Jen-buku minus grond design dan
program-program  indoktrinasi,
seperti lewat penataran P-4,

Hasilnya, guru tak banyak ber-
kontribusi bagi kinerja pendidik-
an, indeks pembangunan manu-
sia, angka partisipasi kasar, angka
partisipasi sckolah, dan bahkan
untuk soal pemberantasan buta
hurgf,

Setelah refarmasi, muncul ke-
sadaran kolektif untuk merefor-
masi politik profesi guru, ter-
utama berkenaan dengan kese-
jahteraan dan peningkatan kom-
petensi. Keluarlah kebijakan ser-
tifikasi guru. Harus diakui, ser-
tifikasi guru pada mulanya meru-
pakan kebijakan vang diambil
untuk meningkatkan kesejahte-
raan mereka secara selektif de-
ngan  pertimbangan anggaran
yang tidak tak terbatas. Serti-
fikasi guru sekaligus pintu masuk
untuk peningkatan kompetensi
agar gura menjadi agen pokok
pembangunan  sumber daya
manusia, avant garde pemba-
ngunan nasional. Jadi, sertifikasi
bukan—dan  semestinya  bu-
kan—semata formalisasi (apalagi
reduksi) profesi gy, layalnya
daokter, apoteker, atau profesi for-
mal lainnya.

Tidak adil

Secara anatomiis, profesi guru
jelas berbeda dengan dokter atau
apoteker. Perbedaan tersebut pa-
ling tidak bisa diidentifikasi dari
dua aspek: jalur perekrutan dan
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implikasi sertifikat profesi. Dari
aspek jalur perekrutan, profesi
dokter tak mungkin berasal dari
sarjana non-kedokteran. Demi-
kian pula apoteker, tidak mung-
kin sarjana nonfarmasi. Jika mau
diperluas, profesi advokat juga
bukan hanya dari sarjana fakultas
hukum atau fakultas hulaun Is-
fam. (syariah).

Guru tidak demikian. Secara
faktaal guru tidak hanya direkrut
dari latar gelar akademik sarjana
pendidikan atau lulusan fakultas
keguruan. Guru bisa dari latar
belakang apa pun yang kemudian
menimbulkan masalsh ketidak-
linearan, Sangat banyak g
berlatar pendidikan komputer
mengajar IPS, sejarah, dan se-
bagainya. Judi, sarjana pendidik-
an bukan satu-satunya gelar aka-
demik prasyarat untuk jadi guru,
Apalagi secara sistemik pendi-
dikan profesi gura memang seca-
ra  sengaja  disiapkan  untuk
meng-guru-kan tidak hanya sar-
jana dari fakultas kependidikan
atau  keguruan, tetapi juga
non-kependidikan. IH sisi kom-
petisi dan probabilitas, ini tidak
adil!

Guru juga berbeda dengan
dokter, apoteker, atau advokat
dari sisi lingkup pemanfaatan ke-
profesionalannya. Dokter, apo-
teker, dan advokat bisa meman-
faatkan keprofesionalan mereka
dalam dua area sekaligus: publik
dan privat, sementara guru hanya
publik. Mereka bisa memprivat-
kan profesi dan membisniskan
keprofesionalannys, gury tidak
hisa. Guru hanya dapat meman-
faatkan keprofesionalannya un-
tuk orientasi pada publik, di se-
kolah, baik negeri maupun swas-
ta (dengan asumsi swasta pun
menyelenggarakan tugas formal
negara, vaitu mencerdaskan ke-
hidupan bangsa).

Guru muda

Jadi, menyamakan gury de-
ngan profesi-profesi di atas jelas
problematik dan sesat. Kebijakan
pengembangan profesi gurn pun
berpotensi salah jika didasarkan
pada cara pandang keliru itu.

Daripada  men-"dokter”-kan
profesi guru dengan kebijakan
yang njelimet dan kontraproduk-
tif, pemerintah lebih baik fokus
pada guru muda selain terus me-
ningkatkan efektivitas program
sertifikasi gura yang ada. Pe-
ngembangan kualitas guru ge-
nerasi matshari terbit (suwise
generation) dan  kesejahteraan
mereka merupakan PR amat
penting pemerintah, Secara fak-
tual. banyak gurn muds yang
nyambi sehingga pengembangan
kompetensinya terbengkalai. Se-
bagian besar guru muda (ho-
norer, gura kontrak, dun gum
tidak tetap) digaji jauh di bawah
upah minimum buruh. Bahkan,
banyak dari mercka yang dibayar
hanya Rp 100000-Rp 300000
per bulan dengan perhitungan
Rp 10000-Rp 15000 per jam per
minggn yang diberlakukan untuk
sebulan. Mereka harus “sabar”
dengan situasi ini minimal 5 ta-
hum. Ini potret nyata!

Jika situasi tersebut dibiarkan,
calon-calon guru terbaik akan
memilih profesi lain vang lebih
menjanjikan (secara finansial).
Hal ini mulai terjadi. Lulusan
cumlaude fakultas kependidikan
lebih memilih menjadi pegawai
kontrak di bank atau perusahain
swasta. Ada juga yang memilih
asal bisa CPNS, misalnya sebagai
penyuluh di Kementerian Per-
tanian. Sering penulis temui sar-
jana pendidikan memilih meng-
gunakan fjazah SMA atau
SMEK-nya untuk melamar sebagai
CPNS sebagai pengawal tahanan
di kejaksaan atau sopir di instansi
lainnya,

Di sisi lain, pemerintah mem-
buka kemungkinan melalui pen-
didikan profesi guru bagi sarjana
hukum yang “susah” jadi advo-
kat, sarjana teknik yang “sulit
bekerja” di dunia keteknikan, dan
sarjana dengan gelar akademik
non-kependidikan lain yang sulit
bersaing di kompetensi akademik
intinya, Padahal, pemerintah te-
lah mencanangkan program Ge-
nerasi Indonesia Emas 2045. Ha-
nva kepada para guru terbaiklah
amanat pembangunan generasi

emas tiga dekade mendatang da-
pat kita mandatkan. Hal itu
membutuhkan politik profesi gu-
ru yang tepat dan adil yang tidak
reduksionis dan meminggirkan,
HALILI
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G r DKIT Jokowi
ti minat lapor-
kan penyadapan.
Omongin soal tahu-tem-
pe, kok, disadap! Ang-
gap saja penyedapan!

+

Sebuah LSM dengan
atribut TNI AD di
Cianjur digerebek.
Iseng-isengnya kebab-
lasan!

+*

Citra pariwisata Banten
turun.

Seiring terbukanya
kedok para koruptor!

*

Mahfud MD: Akil
Mochtar kutip uang

di luar pengetahuan
hakim lain.

Kejeltannya menangkap
peluang, bolehlah!
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